
 
BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

 
NOMOR 35 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG MANAJEMEN TALENTA 

 PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI PANGANDARAN, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan rencana suksesi dan 

pelaksanaan manajemen pegawai negeri sipil yang 
didasari objektivitas, terencana, ketepatan waktu dan 

akuntabilitas serta untuk mengakselerasi penerapan 
sistem merit dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu 
dilaksanakan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil; 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan bobot dalam 
penilaian talenta yang dikelompokkan dalam 9 (sembilan) 
kotak manajemen talenta untuk menentukan talenta ke 

dalam kelompok rencana suksesi, perlu adanya 
penyesuaian Lampiran Peraturan Bupati Nomor 59 

Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri 
Sipil; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen 

Talenta Aparatur Sipil Negara, Manajemen Talenta 
Aparatur Sipil Negara Instansi ditetapkan dan 
dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada 

setiap Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 

59 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai 
Negeri Sipil; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5363); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6477); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1907); 
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil 
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1252); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); 
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola 
Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 526); 
14. Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor   10 

Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai 
Negeri Sipil (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2018 Nomor 1127); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9); 

16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41); 
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2022 

tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil (Berita 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 59); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 59 TAHUN 

2022 TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI 
SIPIL. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

l:aiSllli~w-.ah Kabupaten Pangandaran, 
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Pasal I 
 

Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2022 
tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 59), diubah 

sebagai berikut: 
 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pangandaran 

Nomor 59 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai 
Negeri Sipil diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 

 

Ditetapkan di Parigi 
pada tanggal 30 Maret 2023 

BUPATI PANGANDARAN, 
 

ttd. 

 
JEJE WIRADINATA 

 

Diundangkan di Parigi 
pada tanggal 30 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PANGANDARAN,  
 

ttd. 
 

KUSDIANA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023 NOMOR 35



INSTANSI LA.IN 
(NASIONAL) 

PERA.NO KAT 
DAERAHKAB 

• tu;:.;C;\J\/1\ SUK ss ·1 
• ROTA I J,\B,\TAN 
• PJ-::.:CA Y MN 

JABATA.'ll 
• PF.RWAS,\:-1 

JAl3ATAN 
• PF.NCHARCAAN 

9 
~1'81 

PNS KUALlf-lKASI 

EKBTERJfAL 

SEKOLA.H KADER KARIF,R 

l l 

TUQAS 8£1.AJA.R DAN/A.TAU 
tJIN agwuA.R 

I A811f CORJ>ORATC UlfJV&RarTY, 
KOMPF.TF.NSI EMD.&LAJARA!f OA.UJil/LOA.R KAMTO 

PCHOltM.IIANOA.N LAJlfN'YA 

7,8,9 

Pcnetopn.n juboum kril1kol 
Annh::;i kcbutuhnn tolcntu 
Pcl\ClllP'\J\ ,.,n,tCltl ok\11. IM 

• Pcmcto,ul utlcnto 
• KclOIIIJ>Ok l"Cllt'Jlllll MlkM:si 

Pcncuri,u1 cukn1n 

PNS 

AKU18181 
(ldeotiOll&al • 

Peme~) 

\'1Sl MISI I 
KABUPATEN ............... 

l 
KRS 

NASIONAL 9 

7,8,9 
KOT AK 

Pf-. 'CUJIAN. PP.NCUKURA '. 
DA '/ATAU 

pt~\U;R1 'CKATAN < a tin ll P<-mlm,m Kutcrja 2 5 • A~IHllC!l\l Ccntcr ! u,, Kompct<'na1 
Rckiun JcJ,lk 1 3 6 
Ptort11nb.\n(tiU\ Lain 

PERlORlTAS J 
PEMBANGUNAN 

DAERAH [ 

- 5 - 

 

 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR 35 TAHUN 2023 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 
59 TAHUN 2022 TENTANG MANAJEMEN TALENTA 
PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 

I. ALUR PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA PNS  
 

 

I.  

 

KRS KAB. 
PANGANDARAN 

PERANGKAT 
DAERAH 
KAB. PANGANDARAN 

VISI MISI KABUPATEN 
PANGANDARAN 

PRIORITAS 
PEMBANGUNAN DAERAH 

PERANGKAT 
DAERAH 
KAB. PANGANDARAN 

PRIORITAS 
PEMBANGUNAN DAERAH 



DI BAWAH SESUAI DIATAS 
EKSPEKTASI EKSPEKTASI EKSPEKTASI 
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II. TATA CARA PENEMPATAN TALENTA PADA 9 KOTAK (BOX) 
Pemetaan Talenta dikelompokan dalam 9 (sembilan) Kotak Manajemen 

Talenta yang tersusun dari Sumbu X dan Sumbu Y. 
1. Sumbu X terdiri dari data penentuan tingkat Potensial dengan 

Pembobotan dari beberapa dimensi sebagai berikut: 

a. Assesment 15% terdiri dari: 
1. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural 5%; dan 
2. Kompetensi Teknis/hasil wawancara (Box 7,8,9) oleh Panitia 

Seleksi (PANSEL) 10%; 
b. Pendidikan 15%: 

Tingkat Pendidikan, Akreditasi Perguruan Tinggi/sekolah dan IPK 
(Indeks Prestasi Kumulatif); 

c. Pangkat/Golongan 15%: 

Golongan dan Masa Kerja Golongan; 
d. Rekam Jejak Jabatan 20%: 

Tingkat eselon dan Masa Kerja eselon; 

e. Pelatihan 15% terdiri dari: 
1. Diklat Kepemimpinan; 

2. Diklat Teknis/Fungsional; 
3. Seminar/workshop. 

f.    Wawancara 20%: 

Hasil wawancara dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau 
Pejabat yang ditunjuk oleh PPK untuk melaksanakan wawancara. 

2. Sumbu Y terdiri dari data Pemeringkatan Kinerja Talenta yang didapat 
dari: 
a. Prestasi Kerja PNS 20%, memuat Kinerja utama yang harus dicapai 

seorang PNS setiap tahun; 
b. Prestasi 15%: 

1. Tingkat Nasional; 

2. Tingkat Provinsi; 
3. Tingkat Kabupaten; 

4. Tingkat Perangkat Daerah Kabupaten. 
c. Penugasan 25%: 

1. Tingkat Nasional/Provinsi; 

2. Tingkat Kabupaten; 
3. Tingkat Perangkat Daerah; 

d. Perilaku 15%, diperoleh dari penialian 360 derajat yang dilakukan 
tiap Bulan; 

e. Kinerja Harian 15%, diperoleh dari penilaian Laporan Kinerja Harian 

(5 Bintang); dan 
f. Presensi 10% diperoleh dari kehadiran. 

 

Penempatan Talenta dalam 9 (sembilan) kotak (box) berdasarkan 
Pemeringkatan Kinerja dengan menggunakan kurva normal sebagai berikut: 
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Penentuan tingkatan Potensial dan Kinerja sebagaimana dimaksud 
dilaksanakan melalui kategorisasi PNS sebagai berikut: 

a. Potensial tinggi dan Kinerja tinggi adalah PNS dengan hasil pemetaan 
Kompetensi optimal dalam Jabatan saat ini yaitu dengan nilai rentang 60 
sampai dengan 100; 

b. Potensial tinggi dan Kinerja menengah adalah PNS dengan hasil pemetaan 
Kompetensi cukup optimal dalam Jabatan saat ini yaitu dengan nilai 
rentang lebih dari atau sama dengan 26 sampai dengan kurang dari 59; 

dan 
c. Potensial tinggi dan Kinerja rendah adalah PNS dengan hasil pemetaan 

Kompetensi kurang optimal yaitu dengan nilai di bawah 25. 
 
III. KOTAK MANAJEMEN TALENTA 

 

 

IV. REKOMENDASI 
 

KOTAK KATEGORI REKOMENDASI 

9 
Kinerja di atas 
ekspektasi dan 
Potensial tinggi 

1. Dipromosikan dan dipertahankan 
2. Masuk Kelompok Rencana 

Suksesi Instansi/Nasional 
3. Penghargaan 

8 
Kinerja sesuai 
ekspektasi dan 

Potensial tinggi 

1. Dipertahankan 
2. Masuk Kelompok Rencana 

Suksesi Instansi 

3. Rotasi/Perluasan Jabatan 
4. Bimbingan Kinerja 

7 
Kinerja di atas 
ekspektasi dan 

Potensial menengah 

1. Dipertahankan 
2. Masuk Kelompok Rencana 

Suksesi Instansi 
3. Rotasi/Pengayaan Jabatan 
4. Pengembangan Kompetensi 

5. Tugas Belajar 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

ta.l!~:':l;;)lw-ah Kabupaten Pangandaran, 
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6 
Kinerja di bawah 
ekspektasi dan 

Potensial tinggi 

1. Penempatan yang sesuai  
2. Bimbingan kinerja 

3. Konseling kinerja 

5 

Kinerja sesuai 

ekspektasi dan 
Potensial menengah 

1. Penempatan yang sesuai  

2. Bimbingan kinerja 
3. Pengembangan Kompetensi 

4 
Kinerja di atas 
ekspektasi dan 
Potensial Rendah 

1. Rotasi 

2. Pengembangan Kompetensi 

3 
Kinerja di bawah 
ekspektasi dan 
Potensial menengah 

1. Bimbingan kinerja 
2. Konseling kinerja 

3. Pengembangan Kompetensi 
4. Penempatan yang sesuai 

2 
Kinerja sesuai 
ekspektasi dan 
Potensial rendah 

1. Bimbingan kinerja 
2. Pengembangan Kompetensi 
3. Penempatan yang sesuai 

1 
Kinerja di bawah 
ekspektasi dan 

Potensial rendah 

Diproses sesuai ketentuan peraturan 
perundangan 

 

 
BUPATI PANGANDARAN, 
 

ttd. 
  

JEJE WIRADINATA 


